
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa, Pasal 38 ayat (1) tentang 
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa 
berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan 
oleh bupati/walikota; 

b. bahwa dalam menjabarkan ketentuan dalam peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 8 Tahun -2022 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu 
disinkronkan dengan program pemerintah daerah yang 
terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, program 
prioritas nasional dan mitigasi serta penanganan 
bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana 
Desa Tahun Anggaran 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 

BUPATI KONAWE UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2023 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMO:Rt 2 TAHUN 2023 

BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 
Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 ); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1496); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 



tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
960); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1295); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 
2021 Nomor 123); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134); 

22. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 
2020 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 346); 

23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan 
Kebun Pekarangan (Berita Daerah Kabupaten Konawe 
Utara Tahun 2021 Nomor 382); 

24. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 
461); 

25. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 
514). 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 
2. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah 

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang 
diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Desa. 

8. Jumlah Desa adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) Desa di 
Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Konawe Utara. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG 
DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 

Menetapkan 



11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
desa pada Bank yang ditetapkan. 

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
Rekening Kas Umum yang dimiliki oleh Negara. 

15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah tempat pelayanan instansi pemerintah dalam melakukan 
pembayaran. 

16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa 
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa dalam rangka 
penghapusan kemiskinan ekstrim di Desa. 

17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable 
Development Goals (SDG's) adalah upaya terpadu mewujudkan desa 
tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, 
desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, 
desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, untuk 
mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan. 

18. Program Pengembangan Kebun Pekarangan, disingkat dan selanjutnya 
disebut PPKP adalah agenda kebijakan operasional pemerintah daerah 
pada sektor pertanian dalam arti luas yang diarahkan pada upaya 
pengembangan dan pengelolaan usaha tani skala rumah tangga di atas 
lahan pekarangan. 

19. Pengelolaan Kebun Pekarangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah 
penyelenggaraan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan 
pekarangan yang dikelola secara intensif dan optimal melalui tahapan 
perencanaan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan 
hasil. 

20. Tenaga Pendamping Profesional disingkat TPP adalah tenaga profesional 
yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan 
transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, 
kabupaten dan provinsi. 



Pasal 3 
( 1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai 

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 
a meliputi: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 

oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan 
c. pengembangan Desa wisata. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 
b meliputi: 
a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 

perkembangan desa melalui indeks desa membangun; 
b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; 
c. pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; 
e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; 
g. dana operasional pemerintah Desa; 
h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan 
i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. 
(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam 

dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi: 
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan 

Pasal 2 
( 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa 

berdasarkan kewenangan Desa. 
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian 
tujuan SDGs Desa melalui: 
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan 

kewenangan Desa. 
(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. 

BAB II 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 



(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 
sesuai kewenangan Desa meliputi: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, melalui: 
1. pendirian badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik 

Desa bersama; 
2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama, paling sedikit dapat memodali satu 
jenis usaha; 

3. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik 
Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 
1) pengelolaan hutan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) pengelolaan air minum; 
4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/ atau 

peternakan; 
5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, 

penggaraman, perebusan dan lain-lain); 
6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan 
7) Pengelolaan sampah 

4. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, 
dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa 
dan/ atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

(2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola 
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi: 
a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/ atau perikanan yang 

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/ atau perdesaan; 

b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/ a tau industri rumahan yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau perdesaan; 

c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa 
dan/ atau perdesaan; 

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan 
sosial; 

e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria 
untuk program kesejahteraan masyarakat; 

Pasal 4 

b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam. 



Pasal 5 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 
kewenangan Desa meliputi: 
(1) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan 

perkembangan desa melalui indeks desa membangun: 
a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
c. pendataan pada tingkat keluarga; 
d. pendataan warga pekerja migran; 
e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; 
f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; 
g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data 
SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa 
membangun meliputi: 
1) tower untuk jaringan internet; 
2) komputer; 
3) smartphone; dan 
4) langganan internet. 

h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

(2) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, meliputi : 

a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 
peternakan dan/ a tau perikanan: 
1) pengadaan bibit atau benih; 
2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih; 

f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan; dan 

g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 
produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik 
Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan 
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

(3) Pengembangan Desa Wisata meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata 
atau homestay, dan/ atau kios cenderamata; 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 
digital; 

c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 
d. pengembangan investasi desa wisata; 
e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan 
f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 



3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, 
peternakan, dan/ atau perikanan; 

4) pengembangan pakan ternak alternatif; 
5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, dan/ atau perikanan terpadu; 
6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan; 
7) pembangunan dan/ atau normalisasi jaringan irigasi; 
8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
9) pembangunan kolam; 
10) pembangunan kandang komunal; 
11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/ atau perikanan; 
12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan dan/ atau perikanan lainnya sesuai kewenangan 
desa. 

b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa: 
1) Pembangunan lumbung pangan Desa; 
2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung 

lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan 
tanah, jaringan air; 

3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan; 
c. pengolahan pasca panen; 

1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen; 
2) pelatihan pengelolaan hasil panen; 

d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, 
hidroponik, atau bioponik. 

e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, 
perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan; 

f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan 
usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati 
dan/atau hewani, namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan 
modal; dan 

g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

(3) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa. 
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan 
stunting melalui: 
a. pelatihan dan/ atau layanan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama 

pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK); 
b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan 

pendamping air susu ibu; 
c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, 

aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di 
bawah 5 (lima) tahun; 



d. pemberian asupan nutrisi tambahan yang dapat membantu 
pencegahan terjadinya stunting baik olahan pabrikan, tradisional, 
maupun herbal; 

e. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) 
se bagai media deteksi dini stunting; 

f. penyediaan air bersih dan sanitasi; 
g. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan 

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan; 
h. pendidikan tentang pengasuhan anak; 
i. upaya pencegahan perkawinan dini; 
j. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa 

untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka 
penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita 
dan anak sekolah; 

k. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader 
posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini; 

1. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader 
posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan 
Desa; 

m. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

(4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

a tau prasarana perpustakaan desa/ taman bacaan masyarakat, 
termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, 
peralatan belajar dan wahana permainan; 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
atau prasarana taman belajar keagamaan; 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
atau prasarana olah raga, adat, atau budaya; 

e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak 
kanak/ taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat 
kegiatan belajar masyarakat; 

f. ban tuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan 
desa/ taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan 
taman belajar keagamaan; dan 

g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

(5) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa: 
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu 



perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat 
terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok 
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 
marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku 
dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga 
difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan 
yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat 
adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok 
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk 
kesalehan sosial di Desa; 

e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan 
khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) 
sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif; 

f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang 
pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, 
termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan 

g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh 
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

(6) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi: 
a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional : 

1) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan 
kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; 

2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 
3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan 

nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya: 
1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan 

konsumsi gizi seimbang; 
2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit 

seksual, HIV/ AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, 
gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan 
penyakit lainnya; 

3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit 
menular; 

4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit 
menular; 

5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan 
6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya 



yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika, meliputi : 
1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika; 
2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba; 
3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan 

penyalahgunaan narkotika; 
4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika; 
5) pelatihan relawan atau pegiat anti narkoba; 
6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, 
atau brosur / leaflet, 

7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa. 

d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, 
meliputi: 
1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos 
pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; 

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan 
dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses 
layanan kesehatan; dan 

3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
(7) Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, 

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan 
kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan. 
a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok 
masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan 
koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas 
Pemerintah Desa; 

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, 



Pasal6 

(1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
pasal 5 ayat (10) dialokasikan minimal 10% (persen) dan maksimal 25% 

bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan 
c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang 
berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, 
penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi 
kepada orang dan/ atau masyarakat yang membantu tugas 
Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b. 

(8) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui: 
a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial 

dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel 
yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro 
kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan 
akses pekerjaan. 

c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai 
Desa. 

d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan 
akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain 
membangun/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos 
kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan 
konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, 
dan jembatan sesuai kewenangan Desa. 

e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak 
huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. 

(9) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pain e diberikan dalam 
bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). 
Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong 
royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat 
untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan 
kriteria: 
a. bertempat tinggal di wilayah Desa; 
b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; 
c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan 
d. diberikan bantuan maksimal Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dalam bentuk material/bahan bangunan. 
(10) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. 



(persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. 
(2) Calon penerima Bantuan Langsung Tonai Dana Desa, diprioritaskan 

kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa dan terdaftar dalam 
keluarga desil 1 data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. 

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar 
dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa 
dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa 
dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 
4 data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. 

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar 
dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran 
penghapusan kemiskinan ekstrim, Desa dapat menetapkan calon 
keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria: 
a. kehilangan mata pencaharian; 
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 

dan/ atau difabel; 
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga hara pan (PKH); 

a tau 
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. 

(5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau 
keputusan kepala Desa. 

(6) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat : 
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 

pekerjaan;dan 
c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus 
ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas 
per keluarga penerima manfaat. 

(8) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 
untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

(9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan 
bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, 
pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan kedua 
sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT 
setiap bulan. 

(10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia 
atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga 
penerima manfaat yang baru. 



4 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan 
penanganan bencana alam dan nonalam meliputi: 
(1) Mitigasi dan penanganan bencana alam, meliputi: 

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa 
lainnya: 
a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
b. alat pemadam api ringan di Desa; 
c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencanal; 
d. pembangunan jalan evakuasi; 
e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi; 
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
g. penyediaan tempat pengungsian; 
h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 
j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang 

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

(2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, meliputi : 
a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau 

virus/bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa 
seperti Corona Virus Di.sease 2019 (COVID-19), malaria, demam 
berdarah dengue, kolera, disentri; 

b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan temak seperti : 

Pasal 7 

(11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepala Desa melakukan 
perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang 
masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima 
manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat. 

(12) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan 
perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11). 

(13) Dana Desa untuk BLT yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima 
manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat 
digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya seperti 
program ketahanan pangan nabati dan hewani, tambahan permodalan 
badan usaha milik Desa atau kegiatan penanganan stunting dan 
pariwisata skala Desa. 



Pasal 10 
( 1) Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana Desa sesuai dengan 

Pasal 9 
Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilakukan dengan 
pertimbangan: 
( 1) sesuai dengan kewenangan Desa; 
(2) harus dilaksanakan secara swakelola; 
(3) dilaksanakan dengan pola padat karya tunai Desa. 

BAB III 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 8 

( 1) Penggunaan Dana Desa dalam rangka penguatan ketahanan pangan 
nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) 
disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan 
memanfaatkan pengembangan potensi lokal dan pengembangan kebun 
pekarangan sesuai kewenangan Desa; 

(2) Secara teknis pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan kebun 
pekarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diatur secara 
teknis dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan; 

(3) Jenis komoditas/usaha tani yang dikembangkan dalam Program 
Pengembangan Kebun Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berupa : 
a. Tanaman pangan; 
b. Tanaman perkebunan dan atau hortikultura; 
c. Ternak unggas, sapi dan kambing; 
d. lkan air tawar. 

(4) Model pengembangan komoditas /usaha tani sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat berbentuk usahatani monokultur, usahatani 
polikultur atau bentuk lainnya yang sesuai dengan kondisi agro-klimate 
dan agro-ekosistem lahan pekarangan setempat. 

penyakit menular mulut dan kuku, antraks; 
c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat 

seperti hama wereng, hama belalang; 
d. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal 

modemisasi seperti gagal pengeboran; 
e. Mitigasi dan penanganan bencana non alam yang meluas mengacu 

kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/ a tau 
pemerintah daerah. 



Pasal 12 
(1) Penggunaan dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola 

padat karya tunai Desa; 
(2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 

perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota 
masyarakat marginal lainnya; 

(3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) 
dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat 
karya tunai Desa; 

(4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 
(5) Jenis kegiatan padat karya tunai Desa meliputi: 

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, antara lain: 
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan 

dan perkebunan; 
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman 

sayuran dan lain-lain; dan 
3) penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan perkebunan. 

Pasal 11 
( 1) Pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan dana Desa harus dilakukan 

secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) 
dilakukan dengan cara : 
a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa; dan 
b. pendayagunaan penyedia jasa/barang di Desa. 

(2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana Desa dengan 
melakukan pengadaan barang dan jasa, berpedoman pada peraturan 
bupati nomor 5 tahun 2020 ten tang tata cara pengadaan barang/ jasa di 
Desa; 

(3) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai dana Desa 
harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau 
Kerjasama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia 
barang/ jasa. 

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) 
dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai 
kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal 
berskala Desa; 

(2) Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur 
mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana Desa adalah 
peraturan bupati nomor 30 tahun 2020 tentang daftar kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di 
kabupaten Konawe Utara. 



b. wisata Desa, antara lain: 
1) pembersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 
2) pembersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. 

c. perdagangan logistik pangan, antara lain: 
1) pemeliharaan bangunan pasar; 
2) badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa 

bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas 
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas; 

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha 
kecil untuk melakukan produksi; dan 

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau 
badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang 
menguntungkan di Desa. 

d. perikanan, antara lain: 
1) pemasangan a tau perawatan karamba bersama; 
2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik 

Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat 

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa 
dan/atau badan usaha milik Desa bersama. 

e. peternakan, antara lain: 
1) membersihkan kandang temak milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha mi1ik Desa bersama; 
2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi basil yang 

dikelola badan usaha mi1ik Desa dan/atau badan usaha milik 
Desa bersama; dan 

3) kerja sama badan usaha mi1ik Desa dan/atau badan usaha milik 
Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran temak 
untuk pupuk organik. 

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, antara lain: 
1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama; 
2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha mi1ik Desa bersama; dan 
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui 

dana Desa. 



( 1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu 
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 
kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan 
kepada Desa. 

BABV 
PEMBINAAN 

Pasal 15 

Pasal 14 

( 1) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan 
mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(2) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat 
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat 
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offiine 
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 

Pasal 13 

(6) Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 
Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses 
masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif 
dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. 

(7) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan 
melalui: 
a. baliho; 
b. papan informasi Desa; 
c. media elektronik; 
d. media cetak; 
e. media sosial; 
f. website Desa; 
g. leaflet; 
h. pengeras suara di ruang publik; dan 
1. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

BABN 
PUBLIKASI DAN PELAPORAN 



~l-trA ·. DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR t;.;20 

H. M. KASIM FAGALA 

A_ SEKRETARIS DAERAH, \_A 
\T KABUPATEN KONAWE UTARAt l 

~ 

Wanggudu - 
~ j anuart 2023 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

H. RUKSAMIN 

2023 
Ditetapkan di : Wanggudu _ 

) Pada tanggal : 2 lA nuay- l t 4 BUPATI KONAWE UTARA, 1 
~ 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe 
Utara. 

(3) Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi batik kepada 
Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan 
Pemerintah Pusat. 
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TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DA.LAM PENCEGAHAN STUNTING 

KECIA.TAN KHUSUS PENCEGAHAN STIJNTJNG 
NO BIDANG / KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANA 

ALOKASIDANA %(PERSEN) 

1 BJDANG PEMBANGUNAN DESA 

2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA 

JUMLAH INDIKATOR 
NO SA SARAN T!NGKAT KONVERGENSI 

OJTERIMA SEHARUSNYA DITERIMA 

l !BU HAMIL 

2 ANAK 0-23 BULAN 

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA 

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVEROENSI PAIIBT LAYANAN PENC.EGAHAN S1VNTING BAGI 1.000 HPK 

SA SARAN !NDIKATOR JUMLAH % 

l PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN 

2 MENOAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARi 

3 !BU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI 

4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/I<ELAS !BU MINIMAL 4 KALI 
!BU HAMIL 

5 !BU HAMIL (KEK/RESTI) MENOAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN 

6 RUMAH TANGGA !BU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK 

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN 

1 ANAK USIA >12 BULAN MENDAPAT JMUNISASI DASAR LENGKAP 

2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN 

3 OJUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN 

4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULAN AN LAKl·LAKI !TOTAL 
ANAK USIA 5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ STUNTING 

0 • 23 BULAN 
(0 • 2TAHUN) 6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 

7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK 

8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN 

9 ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR 

10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) 

ANAK 
1 ANAK >2·6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% >2-6TAHUN 

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) 

JUMLAH TOTAK ANAK USIA ffiJAU KUNING ME RAH SAS ARAN 0 • 23 BULAN (NORMAL) (RESIKO STUNTING) (TERINDIKASI STIJNTJNG) 

JUMLAH 

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (lBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BUIAN) 

!BU HAMIL ANAK O · 23 BULAN 

SASARAN 
JUMLAH TOTAL RUMAH 

TANGGA 1.000 HPK GIZI KURANG/GIZI 
TOTAL KEK/RESTI TOTAL 

BURUK/ STUNTJNG 

JUMLAH 

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA 
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHII>UPAN (HPK) 

: 2023 
KECAMATAN 
TAHUN 

: KONAWE UTARA KABUPATEN 
DESA 

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR : 2 TAHUN 2023 
TANGGAL : :l JANUARI 2023 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2023 

LAMPIRAN 3 


